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ABSTRAK

Agel Denanta (2022) : Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari
Tanjuang Bonai Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Nagari.

Jorong merupakan penyebutan lain dari dusun yang berada di bawah
wilayah administrasi Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Setiap Jorong dipimpin
oleh seorang Kepala Jorong. Oleh karena itu, pengangkatan Kepala Jorong harus
berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
dan Lembaga Adat Desa. Namun, berdasarkan observasi penulis pengangkatan
Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
meneliti Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala
pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Nagari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang
bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif,
yaitu analisis dengan cara melakukan pencarian fakta untuk memberikan
gambaran mengenai fakta dan membandingkannya dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam menarik kesimpulan penulis akan
menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang ada
yang telah diperoleh pada saat melakukan observasi dan wawancara di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan
Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai tidak berjalan sebagaimana mestinya
yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, seperti halnya
persyaratan dan juga masa jabatan. Masa jabatan Kepala Jorong sendiri memang
tidak diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, namun masa
jabatan dari Kepala Jorong tersebut telah diatur didalam Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa Kepala Jorong dapat menjabat selama 5
(lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik
secara berturut-turut maupun tidak bertutur-turut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan, Kepala Jorong
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dimana hal ini telah dijelaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum
untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang
tidak dipertanggungjawabkan.!

Sistem pembagian kekuasaan lumrah terjadi di negara yang menganut
demokrasi. Pembagian kekuasaan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu
secara vertikal dan horizontal. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
tertinggi, hal tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, dimana presiden mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1V.> Karena tugas dan
kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah
daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan mengenal adanya pembagian
wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (Provinsi) dan daerah kecil

(Kabupaten/Kota) seperti yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945.

'Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan
Ayat), (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h. 46.

’Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat
D).



Penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah penyelenggaran
pemerintah di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan
mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat dan begitu pula sebaliknya
apapun yang terjadi di pusat akan berdampak pula di daerah. Pemerintah pusat
menjalankan kewenangannya berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945,
sedangkan pemerintah daerah ada dan mempunyai kewenangan menjalankan
pemerintahan di daerahnya karena diberikan berdasarkan Undang-Undang.

Di bawah pemerintah daerah masih ada pemerintahan lagi yaitu
Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan daerah sendiri diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya,
terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen). Desa dikenal dengan sebutan
lain seperti Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan
sebagainya.’

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih

zayanti Mandasari, Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan
Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, (Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas islam Indonesia, 2015), h. 1.



hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.*

Desa sebagai suatu unit pemerintahan terkecil senantiasa memiliki
berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam
tingkat yang bervariasi.® Dengan terbentuknya sebuah masyarakat, maka
secara otomatis akan terbentuk pula sebuah pemerintahan yang dapat
mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.

Perangkat Desa atau yang sering disebut Perangkat Nagari di
Minangkabau merupakan unit dari lembaga pemerintah yang saling
berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya selalu
menjadi perdebatan terutama ditingkat elitpolitik. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijelaskan lagi dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, selain menimbulkan
implikasi pada perubahan tata hubungan antara Nagari (desa) dengan Jorong
sebagai Perangkat Nagari (supredesa), selain itu juga membawa perubahan
dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.’

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragamaan yang sangat istimewa,

keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari adat istiadat, bahasa, pakaian,

Und
3009.

“Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-
ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), h.

*Sartono Kartidirdjo, Pesta Demokrasi Di Pedesaan, (Yogyakarta: Aditya Media, 1990),

h. 121.

®Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 160.
"Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi

Masyarakat, (Malang: Setara Press, 2014), h. 16.



budaya dan sebagainya. Keanekaragaman juga terdapat dalam penamaan
kesatuan masyarakat yang terendah.® Seperti di Minangkabau dikenal dengan
nama Nagari yang merupakan penyebutan lain dari desa. Hal ini didasarkan
pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang menyatakan bahwa:
“Desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul

dan/atau hak tardisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.’

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa desa merupakan sebutan
untuk wilayah diluar Sumatera Barat dan Nagari merupakan sebutan untuk
wilayah yang ada di Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat juga dikenal dengan istilah Jorong. Istilah Jorong
ini merupakan penyebutan lain dari Dusun. Hal ini didasarkan pada otonomi
daerah yang mana disebutkan bahwa istilah dan institusi di desa dapat disebut
dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat di desa tersebut,
karena Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah
tangganya sendiri sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan budaya yang ada
di desa tersebut.’® Jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia
yang berkedudukan di bawah Nagari. Orang yang memimpin Jorong disebut

sebagai Kepala Jorong. Kepala Jorong sebagai bagian dari Perangkat Nagari

®Titik Triwulan Tutik, op cit.

®Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pasal 6 ayat (2)

19Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah
(The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy), Jurnal Legislasi
indonesia Vol. 13 No. 01, 73-84, 2016.



sebagai pemerintahan bertugas untuk mengatur dan memimpin masyakat yang
berkedudukan di bawah nagari.

Setiap pemilihan Kepala Jorong harus berdasarkan persyaratan yang
diatur dalam Peraturan Daerah. Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 berisi syarat, tahapan pendafataran serta
pengangkatan perangkat nagari. Pengangkatan Kepala Jorong (Perangkat
Nagari) dilakukan oleh Wali Nagari yang menjabat sebagai Kepala Desa.
Syarat untuk menjadi Kepala Jorong (Perangkat Nagari) berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari adalah:**

1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari
yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”.
2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menegah umum atau
yang sederajat;
b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun; dan
c. Memenuhi kelengkapan administrasi.
3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. Pandai baca Al-Quran;
b. Memahami adat salingka nagari;
c. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara’

karena melakukan pelanggaran adat dan syara’; dan
d. Berkelakuan baik

Persyaratan dan mekanisme pengangkatan Kepala Jorong di Nagari
Tanjuang Bonai harus merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Nomor 5 Tahun 2018. Mekanisme pengangkatan Kepala Jorong sendiri diatur

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

YTanah Datar, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.



Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Nagari.

Setelah mendapatkan nama calon perangkat nagari yang memenuhi
persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi maka Wali Nagari akan
melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat untuk mendapatkan
rekomendasi dari Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
seleksi syarat administrasi dan dinyatakan lulus seleksi baik secara tertulis
maupun tidak tertulis.

Sebelum Wali Nagari melakukan pelantikan dan sumpah jabatan
kepada calon yang telah lulus seleksi, maka calon tersebut harus mendapatkan
rekomendasi terlebih dahulu dari Camat. Setelah mendapatkan rekomendasi
dari Camat, maka Wali Nagari tersebut baru boleh melakukan pelantikan dan
sumpah jabatan kepada calon yang terpilih tersebut.

Setelah Wali Nagari melakukan pelantikan dan sumpah jabatan kepada
calon Kepala Jorong terpilih, Kepala Jorong yang terpilih tersebut dapat
menjalankan tugasnya dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat
menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun tentang Lembaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.™

Meskipun sudah ada peraturan tentang desa, namun masih banyak

terjadi kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti syarat-

”Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 8 ayat (3) dan (4).



syarat yang harus dipenuhi oleh Kepala Jorong serta penetapan masa jabatan
Kepala Jorong yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa dan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar Nomor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Nagari. Oleh karena itu, harus ada suatu keseimbangan kekuasaan
antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan tidak lupa dengan
harus adanya pengawasan pemerintahan yang satu dengan yang lain agar suatu
pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat
menimbulkan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, agar terjadi suatu
keseimbangan maka dalam suatu pemerintahan diperlukan suatu sistem saling
mengawasi secara seimbang atau disebut dengan sistem check and balances.*®

Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Tanjuang Bonali,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 26
(dua puluh enam) Jorong, telah terjadi ketidaksinkronan dalam melaksanakan
pengangkatan Kepala Jorong (Perangkat Nagari) dimana hampir keseluruhan
Kepala Jorong tersebut telah melampaui umur sebagaimana yang telah
ditetapkan, padahal secara teoritik negara hukum umurnya dibatasi dari umur
20 sampai dengan 42 tahun, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Nagari, selain itu masa jabatan dari Kepala

Jorong di Nagari Tanjuang Bonai ini sudah melebihi masa jabatan yang telah

BMunir Fuady, Teori Negara Modern (Rechtstaat), (Bandung: PT Refika Aditama,
2009), h. 124.



ditentukan, dimana seharusnya Kepala Jorong tersebut hanya boleh menjabat
selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat lagi sebanyak 2 (dua) kali masa
jabatan. Namun, dalam praktiknya, hampir seluruh Kepala Jorong yang ada di
Nagari Tanjuang Bonai ini telah menjabat hampir 10 tahun setelah dilantik
pada periode pertama.**

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini
dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang mana bertujuan
untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari
Tanjuang Bonai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk
menerangkan dan menginterpretasikan tentang Tinjauan Hukum Pelaksanaan
Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai, maka dari itu penulis
akan melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan
Kepala Jorong Di Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018”

B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang sehingga
sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis memandang
masalah penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini
difokuskan kepada permasalahan mengenai pelaksanaan pengangkatan Kepala
Jorong di Nagari Tanjuang Bonai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Nagari.

Y“Deni Elfira, Badan Musyawarah Jorong Tanjuang Modang, Wawancara, Tanjuang
Modang, 25 Oktober 2021.



C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas

batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di

dalamnya™ Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat

dirumuskan beberapa pokok permasalaham dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari
Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari ?

2. Bagaimana kendala dalam pengangkatan Kepala Jorong di Nagari

Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong
(Perangkat Nagari) di Nagari Tanjuang Bonai berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

15Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
iimu, 2006), Cet. I, h. 12.



b.
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Untuk mengetahui kendala dalam pengangkatan Kepala Jorong
(Perangkat Nagari) di Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo

Utara, Kabupaten Tanah Datar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada program strata satu (SI) Jurusan llmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tinjauan
hukum pelaksanaan pengangkatan kepala jorong di Nagari Tanjuang
Bonai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5
Tahun 2018.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah desa serta
menambah wawasan terkait pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong
(Perangkat Desa), sehingga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi
peneliti selanjutnya.

Bagi pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi
tambahan referensi perpustakaan dalam mencari bagi mahasiswa
khususnya dan bagi masyarakat umumnya.

Bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan
pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara

teori di lapangan.



f.
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti khususnya
dan bagi semua pembaca tentang pentingnya peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pengangkatan Kepala
Jorong (Perangkat Nagari). Dan dapat menjadi masukan agar ada
kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, yang mana

bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis
1. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara
sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Menurut
Mazmanian dan sebatier, pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat
pula berbentuk perintah atau keputusan.®

Tjokroadmudjoyo mendefiniskan pelaksanaan sebagi proses dalam
bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai
suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan
proyek.

Sehingga setiap program pemerintahan tersebut harus dilaksanakan
sesuai dengan keputusan kebijakan dasar baik itu dalam bentuk Undang-
Undang maupun dalam bentuk perintah atau keputusan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, yaitu sebagai

berikut :

Y¥https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-11-Landasan-
Teori.pdf, diakses tanggal 14 Desember 2021 pukui 19.00

12


https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf
https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf
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a. Komunikasi

Komunikasi merupakan penunjang yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan terhadap suatu kebijakan, karena dengan adanya
komunikasi yang baik kepada para pelaksana maka proses
penyampaian, kejelasan dan konsistensi informasi dapat diterima
dengan baik.

Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu pemerintahan baik
pemerintaha pusat maupun pemerintahan daerah diperlukan
komunikasi yang sangat baik, sebab dengan adanya komunikasi yang
baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka akan
meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menafsirkan suatu perintah
ataupun peraturan perundang-undangan mengenai hal tertentu.

b. Sumber Daya (Recouces)

Dalam hal ini terdapat komponen penting, yaitu terpenuhinya
jumlah staf dan kualitas mutu, informasi dalam pengambilan
keputusan dan kewenangan yang cukup dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program, khususnya bagi

merkea yang menjadi implementer program tersebut.
d. Struktur Birokrasi
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program harus sesuai

dengan SOP (Standar Operating Procedures), jika dalam melaksanakan
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kebijakan atau program tidak menggunakan SOP yang berlaku maka
akan sulit dalam mencapai hasil yang memusaskan.
Keempat faktor tersebut dipandang dapat mempengaruhi

keberhasilan atau tidaknya suatu implementasi.

2. Teori Pertanggungjawaban
Pemerintah merupakan subjek hukum, sebagai pendukung hak dan
kewajiban hukum, dengan dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari
badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan, sehingga pemerintah
harus memiliki pertanggungjawaban dari setiap tindakan yang dilakukan.
Sebagai subjek hukum, pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum,
yakni perbuatan yang ada relevansinya dengan hukum atau dengan
perbuatan yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam
menyelenggarakan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu
melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan
kewenangan. Dalam perspektif hukum, adanya kewenangan inilah yang
memunculkan adanya pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang
tersebut.
3. Teori Otonomi Daerah
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dikenal

beberapa asas, yaitu :
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a. Asas Desentralisasi
Asas desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang politik dan
administrasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.'” Hal
ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan serta
sebagai salah satu bentuk demokrasi pemerintahan dengan cara
mengikutsertakan masyarakat agar bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.'® Menurut Agus Salim Andi
Gadjong yang termasuk asas desentralisasi adalah sebagai berikut :*
1. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan dan
kekuasaan dari pusat ke daerah.
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan
pemberian kekuasaan dan kewenangan.
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan
daerah pemerintahan.
b. Asas Dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi dapat diartikan sebagai pelimpahan
wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai

wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Y"Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT
Grasindo, 2007), h. 10.

8R. G Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bina Aksara,1987), h.
87.

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2007), h. 78.
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c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan  otonomi  daerah  sebagaimana telah
diamanatkan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945,
ditujukan untuk menata sistem pemerintahan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan di tingkat daerah dalam rangka
melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.%

Otonomi selalu dilihat sebagai suatu hak atau kewenangan
suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri,
otonomi yang digunakan adalah otonomi nyata dan bertanggungjawab
yang merupakan salah satu prinsip untuk mendukung terwujudnya
sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan adanya
otonomi daerah, maka urusan baik di Pemerintahan Daerah maupun di
Pemerintahan Nagari (sebutan lain dari Pemerintahan Desa) dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan perkembangan budaya dari daerah
tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah ini akan memberikan landasan

kuat bagi Pemerintahan Nagari untuk mengatur dan mengurus

2Bysrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogyakarta: Total
Media, 2013, h. 2.
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Nagarinya sendiri. Otonomi memberikan hak, wewenang dan
kewajiban bagi Pemerintahan Nagari untuk mengatur urusan
pemerintahan dan kepentingan berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai
sosial budaya yang berkembang didalam masyarakat Nagari tersebut.
Walaupun diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan Desa, mereka tetap harus bertanggungjawab
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.**

Dengan munculnya otonomi daerah, Nagari tidak hanya
dipandang sebagai administrasi atau bawahan daerah, Nagari dan
masyarakatnya memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat demi
kepentingan masyarakat tersebut. Nagari diberikan wewenang untuk
mengatur daerahnya secara mandiri termasuk didalamnya urusan di
bidang sosial, politik dan ekonomi. Sehingga dengan adanya otonomi
ini akan menyebabkan masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam

pembangunan di Nagari tersebut.

4. Teori Desa Adat
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

?YWidjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Pustala),
2013, h. 166.
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mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.?

Oleh karena itu, penyebutan nama desa sendiri dapat disesuaikan
dengan penyebutan yang berlaku di daerah yang bersangkutan sesuai
dengan hak asal-usul yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Seperti
di Sumatera Barat, Desa disebut dengan Nagari dan Dusun disebut dengan
Jorong. %

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan desa adat
tersebut dan segala peraturan yang mengatur mengenai desa adat itu
beserta hak asal-usul desa adat tersebut. Sehingga keberadaannya tetap
diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.?*

Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan desa adat dapat
dilakukan sesuai dengan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian
sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang
perdamaian adat, pemeliharaa ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat
hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan
susunan asli.

Desa dan Desa adat sangatlah berbeda, dimana desa mengacu

kepada pemerintahan daerah otonom yang memiliki karakteristik yang

*\Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat & Utuh, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 3.

28 Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6
Tahun 2014: Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan, (Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul, 2016), h. 14.

**Fatkhul Muin & Rully Syahrul Mucharom, Desa dan Hukum Adat : Perspektif
Normativitas dan Sosiologis Indonesia, (Semarang, Unisbank ISBN 978-979-3649-96-2), h. 461.
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pada umunya dan berlaku secara umum diseluruh Indonesia sedangkan
desa adat memiliki otonomi tersendiri dengan berbagai pranata adatnya
yang memiliki karakteristik kuatnya pengaruh adat dalam desa tersebut.?
Namun, desa dan desa adat tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya
desa maka akan menjadi penguat berkembangnya hukum adat di dalam
masyarakat.?®

Maka dari itu, desa adat juga memiliki fungsi pemerintahan,

keuangan desa, pembangunan desa serta mendapat fasilitas dan pembinaan
dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa adat secara khusus diatur di dalam
BAB XIII Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Syarat mengenai penetapan desa adat diatur
didalam Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa :*’
(1) Penetapan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
memenuhi syarat :

a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial,
genealogis maupun yang bersifat fungsional;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan yang diberikan negara terhadap pemerintahan desa adat
merupakan salah satu urgensi negara dalam sistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang

menghendaki agar diberikannya kejelasan kedudukan dan tujuan dari desa

2Agus Pribadiono, Op Cit, h. 16.
Fatkhul Muin & Rully Syahrul Mucharom, Op Cit, h. 465.
“'Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 97 ayat (1).
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tersebut. Berikut adalah tujuan dari adanya pengakuan desa adat dalam

sistem pemerintahan di Indonesia :?®

a. Mengembalikan identittas dan budaya masyarakat pedesaan;

b. Mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal;

c. Sebagai bentuk kejelasan status desa dalam sistem pemerintahan
Indonesia;

d. Mengembalikan identitas bangsa

5. Teori Pemerintahan Desa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan desa
merupakan pemerintahan terendah yang dibawahi oleh kepala desa atau
lurah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.*®
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yang dimaksud dengan desa adalah :
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Pasal 33

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

%Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem
Pemerintahan di Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume | Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 417-
422.

% Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), h. 1057.

*Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu
sebagai berikut :**
a. Kewenangan berdasarkan asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah  Daerah

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan
asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Untuk menjalankan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penamaan
terhadap perangkat desa di Sumatera Barat berbeda dengan daerah lain. Di
Sumatera Barat dikenal dengan Wali Nagari (Kepala Desa) dan Kepala
Jorong (Kepala Dusun).

Dalam menjalankan Pemerintahan Nagari, Nagari dibantu oleh
beberapa perangkat nagari. Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau
Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar sendiri terdiri dari 26 (dua puluh
enam) Jorong, dimana masing-masing Jorong dikepalai oleh satu orang
Kepala Jorong. Berikut adalah struktur pemerintahan di Nagari Tanjuang

Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar :

$'peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33.
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B. Penelitian Terdahulu
Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal
permasalahan mengenai pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong (Perangkat

Nagari), hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti

orisinilitas penelitian ini.

1. Novia Amira Hikmah Audina yang berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen
Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal”sz.

Penelitian ini merupakan sebuah studi tentang seleksi perangkat
desa. Penelitian ini fokus pada kajian tentang kecurangan yang terjadi
dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Tegal yang
bertentangan dengan Peraturan Bupati, mulai dari jual beli jabatan, money
politic bahkan tidak jarang terjadi nepotisme. Sedangkan penelitian yang
peneliti lakukan adalah mengenai syarat administrasi dalam Pelaksanaan
Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Nagari serta masa jabatan Kepala Jorong.

2. Rohmat Muhibullah yang berjudul ‘“Pengangkatan Perangkat Desa
Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 ayat (3) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)”.®

*’Novia Amira Hikmah Audina, Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa
Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
Di Kabupaten Tegal, (Semarang: Fakultas limu Sosial UNNES, 2019).
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Penelitian ini lebih difokuskan kepada implementasi sistem
pengangkatan Perangkat Desa yang terjadi di Kabupaten Klaten dipandang
dari segi siyasah atau politik islam. Sedangkan penelitian yang peneliti
lakukan terkait tinjauan hukum pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong
di Nagari Tanjuang Bonai berdasarkan hukum positif atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

3. Salman Alfarezi yang berjudul “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam
Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon
Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab Tanggamus Tahun 2016)”.%

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pengangkatan Perangkat
Desa di Desa Negeri agung dalam pandangan hukum islam. Sedangkan
penelitian yang peneliti lakukan yaitu Pelaksanaan Kepala Jorong di
Nagari Tanjuang Bonai berdasarkan Hukum Positif atau berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dari Segi Tempat saja
sudah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarezi.

4. Yohanes Meigelheis yang berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat
Desa Di Kabupaten Kulon Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa
Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa

Yogyakarta)”.35

%*Rohmat Muhibullah, Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6
ayat (3) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa), (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

%*Salman Alfarezi, Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan
UU No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab Tanggamus
Tahun 2016), (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Palembang, 2017).

%Yohanes Meigelheis, Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon
Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon
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Penelitian ini lebih difokuskan kepada permasalahan kualitas
Sumber Daya Manusia sebagai perangkat desa masih rendah, seperti
kasus pergantian kepala desa juga mengganti perangkat desa tanpa melalui
seleksi dan penuh dengan kecurangan. Dalam penelitian yang peneliti
lakukan, peneliti lebih memfokuskan pengangkatan Kepala Jorong sebagai
Perangkat Nagari dalam hal pesyaratan untuk menjadi Kepala Jorong
(Perangkat Nagari) yang ditinjau dari Perda Kabupaten Tanah Datar
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Nagari.

Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta), (Yogyakarta: Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2018).



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum
sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk
melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana
bekerjanya hukum di masyarakat atau dapat juga dikatan sebagai penelitian
lapangan *°. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian
yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.*’

B. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait dengan
pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai penulis
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-
undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata
penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan

masyarakat.*®

*8Joendi Effendi dan Jonny Ibrahim, Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris,
(Depok: Pranamedia Group, 2016), h. 150.

¥"Ishag, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

*®Muh Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2004), h.101.
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C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian
ini adalah di Nagari Tanjuang Bonai. Penulis memilih lokasi Nagari Tanjuang
Bonai sebagai lokasi pemilihan disebabkan karena selama penulis tinggal di
Nagari Tanjuang Bonai, penulis melihat ada beberapa problematika yang
terjadi di Nagari Tanjuang Bonai khususnya dalam masalah masa jabatan dan
syarat pengangkatan Kepala Jorong.

Nagari Tanjuang Bonai merupakan salah satu nagari yang termasuk ke
dalam wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat. Nagari Tanjuang Bonai terletak di lereng Gunung

Sago dengan ketinggian 515-710 mdpl.*

Nagari Tanjuang Bonai memiliki
wilayah seluas 87,04 km? atau sebesar 42,60% dari luas wilayah yang ada di
Kecamatan Lintau Buo Utara.” Nagari Tanjuang Bonai ini terletak di dekat
Kota Batusangkar yang merupakan lbukota dari Kabupaten Tanah Datar.
Nagari Tanjuang Bonai memiliki penduduk sebanyak 13.316 jiwa yang
tersebar di 26 (dua puluh enam) Jorong Nagari Tanjuang Bonai.

Asal usul penamaan Nagari Tanjuang Bonai sendiri berasal dari nama
Tanguang Bona yang berati tanggung, hal ini disebabkan karena posisi dari
Nagari Tanjuang Bonai berada di pertengahan antara Batusangkar dan

Payakumbuh, sehingga mengakibatkan tanggung ke Batusangkar dan

tanggung ke Payakumbuh. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa

*https://www.tanjuangbonai.desa.id/data-wilayah, diakses, pada tanggal 8 Februari 2022.
“nttps://langgam.id/nagari-tanjuang-bonai-lintau-buo-utara-kabupaten-tanah-datar/,
diakses, pada tanggal 8 Februari 2022.



https://www.tanjuangbonai.desa.id/data-wilayah
https://langgam.id/nagari-tanjuang-bonai-lintau-buo-utara-kabupaten-tanah-datar/
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penamaan Nagari Tanjuang Bonai berasal dari Tanjuang Bona, yang memiliki
arti bahwa Nagari Tanjuang Bonai ini terdiri dari banyaknya Tanjung seperti
Tanjuang Tangah (tengah), Tanjuang Kociak (kecil), Tanjuang Modang
(besar) dan Tanjuang Lansek (buah langsat).
Berikut adalah batas wilayah dari Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan
Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lubuak Jantan dan Kecamatan
Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balai Tangah.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Batu Bulek.

D. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek
yang menjadi bahan untuk penelitian.** Sedangkan sampel dapat diartikan
sebagai sebagian dari keseluruhan objek yang diambil untuk diteliti serta
dianggap dapat mewakili seluruh populasi.*?
Namun, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan
sampel. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan.

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi

“'Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011),
h.122.

“2Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Perss,
2011), h. 119.
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mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.*®

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi 3, yaitu :*
1. Informan Kunci
Informan kunci, merupakan orang yang memiliki informasi secara
menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dalam
penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Wali Nagari Tanjuang
Bonai.
2. Informan Utama
Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis
dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian
ini yang menjadi informan utama yaitu Tim Pengangkatan Perangkat
Nagari, Camat dan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai.
3. Informan Pendukung
Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan
informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam
penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan
pendukung vyaitu Badan Musyawarah (BAMUS) Jorong di Nagari

Tanjuang Bonai.

*Ade Heryana, Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, (Jakarta:
Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.
“ Ibid, h. 5.
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Tabel 1.1

Informan Penelitian

No Jabatan Informan Jumlah Jenis Informan

1. | Wali Nagari Tanjuang Bonai 1 Informan Kunci

2. | Tim Pengangkatan  Perangkat 3 Informan Utama
Nagari

3. | Camat 1 Informan Utama

5. | Kepala Jorong di Nagari Tanjuang 10 Informan Utama
Bonai

6. | Badan Musyawarah Jorong di 10 Informan
Nagari Tanjuang Bonai Pendukung

Jumlah 25 Orang

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung
ke lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada
narasumber sebagai objek penelitin untuk memperoleh data.*

Sumber Data Sekunder

Data sekunder, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan guna
mendukung atau memperkuat data primer atau data yang diperoleh dari
hasil penelaahan kepustakaan dan terhadap berbagai literatur yang
berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga)

bahan hukum, yaitu:*

“*Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,

2015), h. 12.

“®Bambang Sunggono, Op. Cit, h. 67.
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Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang
menjadi bahan hukum primer yaitu Pearturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Nagari, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa.
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang
menjadi bahan hukum sekunder buku-buku literatur hukum, pendapat
para ahli, dokumentasi berupa berkas yang ada kaitannya dengan
masalah ini.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan
pelengkap vyang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan
tambahan terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini
yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus, majalah dan

ensiklopedia.
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F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung
bagaimana implikasi penetapan pengangkatan Kepala Jorong dan masa
jabatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo
Utara, Kabupaten Tanah Datar.
b. Metode Wawancara
Metode wawancara, yaitu pengumpulan data melalui keterangan
lisan orang yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi
penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui
observasi.*” Wawancara diperoleh secara langsung dari narasumber
ataupun responden yang terdiri dari Pemerintah Nagari seperti Wali
Nagari, Tim Pengangkatan Perangkat Nagari dan Camat yang memahami
kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi ini dengan menggunakan
pedoman wawancara sebagai pedoman agar fokus dalam penelitian yang
akan diteliti dan dianalisis nantinya.
c. Metode Dokumentasi
Metode pengumpulan data dari metode dokumentasi ini diarahkan
untuk melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang

bersifat teks, sepeti data yang diperoleh dari peraturan perundang-

*"Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2004), h. 64
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undangan, arsip-arsip, laporan penelitian beserta dokumen lainnya yang

berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara
kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data kualitatif yang bersifat
deskriptif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran
secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki,*® kemudian membandingkan antara data dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.
Dimana data yang diperoleh di lapangan akan dianalisa dan selanjutnya data
tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada
mengenai Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di
Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun

2018.

“8 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya mengenai pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang

Bonai, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai
secara keseluruhan telah dijalankan sebagaimana yang diatur didalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Walaupun masih ada
beberapa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti persyaratan
administrasi dan kelengkapan berkas yang tidak sesuai dan tidak
dijalankan sebagaimana mestinya dan juga masa jabatan Kepala Jorong
yang mana Kepala Jorong tersebut telah menjabat lebih dari 10-15
(sepuluh hingga lima belas) tahun dan bahkan ada yang telah menjabat
hingga 40 (empat puluh) tahun semenjak dilantik.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong
secara teknis tidak ada, yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan
Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai hanya pada faktor
cuaca pada saat melakukan penjaringan ke masyarakat dan juga faktor
masyarakat yang malu untuk mengantarkan berkas pencalonan diri sebagai

Kepala Jorong ke kantor Wali Nagari.
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B. Saran
Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan
diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintahan Nagari hendaknya tidak menafsirkan peraturan
perundang-undangan menurut pendapat mereka sendiri, hendaknya
penafsiran Pemerintah Nagari mengenai peraturan perundang-undangan
harus sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun
Pemerintah pusat, sehingga penafsiran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah datar dan Pemerintahan Nagari Tanjuang Bonai
dapat sejalan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam
penafsiran suatu peraturan perundang-undangan.

2. Untuk Pemerintahan Nagari Tanjuang Bonai, sebaiknya lebih memahami
dan mendalami lagi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik itu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
maupun Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Sehingga permasalahan
dalam pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai dapat
berjalan dengan baik untuk kedepannya.

3. Untuk Pemerintahan Nagari yang terlibat dalam pengangkatan Kepala
Jorong dan Perangkat Nagari diharapkan lebih ketat dan lebih selektif lagi
dalam penyaringan Kepala Jorong agar pemimpin untuk kedepannya lebih
memiliki wawasan yang luas dan berkualitas untuk memimpin dan

menjalankan tugasnya ditengah masyarakat.
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4. Untuk pemerintahan Nagari dan masyarakat Nagari Tanjuang Bonai
sebaiknya sama-sama berperan aktif dalam pelaksanaan pengangkatan
Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai dan hendaknya pengangkatan
Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai dilaksanakan secara transparansi
sehingga masyarakat mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin
mereka kedepannya.

5. Pemerintahan Nagari di Tanjuang Bonai sebaiknya lebih memperhatikan
lagi keluh kesah dari masyarakat mengenai permasalahan yang ada di
Jorong yang bersangkutan dan lebih menjalankan pelaksanaan
pengangkatan Kepala Jorong sebagaimana mestinya yang telah tercantum

didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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